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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Panduan Wawancara 

Nama  : 

Jabatan : 

Instansi : 

Daftar pertanyaan dalam dalam pengambilan data melalui Teknik wawancara: 

1. Apa saya bisa melakukan penelitian disini? 

2. Apa bisa saya mengangkat tentang pengelolaan aset disini? Bagaimana 

menurut bapak/ibu? 

3. Siklus pengelolaan aset apa saja yang dilaksanakan di BBPJN Sulawesi 

Selatan? 

4. Apa peraturan yang terkait pemanfaatan aset bagian-bagian jalan? 

5. Bagian-bagian jalan dimanfaatkan untuk apa saja? 

6. Bagaimana proses pemanfaatan aset bagian-bagian jalan melalui sewa di 

BBPJN Sulawesi Selatan? 

7. Bisa diceritakan kendala dalam pemanfaatan aset bagian-bagian jalan di 

BBPJN Sulawesi Selatan? 

a. Apakah Balai telah memiliki anggaran untuk pelaksanaan kegiatan 

pemanfaatan aset bagian-bagian jalan? 

b. Apakah ada inisyatif dari Balai bila ada pemohon lambat/tidak 

melengkapi persyaratan permohonan? 

c. Apakah pernah dilakukan sosialisasi terkait peraturan, prosedur terkait 

pemanfaatan aset bagian-bagian jalan melalui sewa? 

d. Apakah tenggat waktu yang ditetapkan dalam prosedur dirasa cukup? 

e. Bagaimana dengan lokasi survey yang jauh apakah itu menghambat 

pekerjaan? Karena lingkup pekerjaan balai yang luas sepanjang 

1,745,92 km 

f. Kapan terakhir dilaksanakan audit terkait pemanfaatan aset bagian-

bagian jalan melalui sewa? 

g. Ada berapa orang yang bertugas dalam pelayanan pemanfaatan aset 

bagian-bagian jalan melalui sewa? 



84 
 

 
 

h. Dari total panjang ruas jalan nasional Sulawesi Selatan yaitu 1,745,92 

km, berapa km kah yang belum dimanfaatkan? berapa km yang sudah 

dimanfaatkan? 

i. Apakah ada iming-iming atau dijanjikan sesuatu kepada Bapak/Ibu oleh 

pemohon atau pihak tertentu? 

j. Apakah ada pemohon yang membatalkan sewanya karena masalah 

ekonomi/tidak sanggup membayar nilai sewa? 

k. Apakah ada tekanan dari pihak tertentu/permintaan untuk didahulukan 

proses izin pemanfaatam aset bagian-bagian jalan? 

l. Apakah ada penolakan dari masyarakat terkait pemanfaatan aset 

bagian-bagian jalan melalui sewa? 

m. Apakah ada hambatan faktor budaya terkait pemanfaatan aset bagian-

bagian jalan melalui sewa? Misalnya budaya arsitektur tertentu yang 

harius diterpakan dalam pembanguan atau budaya lisan atau tulisan 

tertentu yang menjadi penghambat? 

n. Apakah ada sengketa hukum yang menjadi penghampat kegiatan 

pemanfaatan aset bagian-bagian ajlan melalui sewa? Atau adakah 

payung hukum yang tidak mengakomodir kebutuhan di lapangan? 

o. Sulawesi Selatan memiliki kekayaan suku dan bahasa, apakah ada 

hambatan pemanfaatan aset bagian-bagian jalan melalui sewa terkait 

hal tersebut? 

8. Bagaimana BBPJN Sulawesi Selatan mengatasi hambatan? 

9. Selain Bapak/Ibu, siapa lagi yang bisa saya wawancarai terkait materi 

penelitian ini? 

10. Mohon izin, saya akan menampilkan hasil wawancara ini dalam tulisan saya 

(tesis)? 
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Lampiran 2. Prosedur Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan 
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Sumber: Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 01/SE/Db/2017 

 

 

 



87 
 

 
 

Lampiran 3. Data Proses Ijin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Tahun 2021 

No Permohonan Perihal Lokasi Tanggal 
Masuk 

Izin Keluar Keterangan 

1 PT. Petraco Ijin 
pembangunan 
iklan dan 
media 
informasi 

Jl Sultan 
Alauddin 

01/02/2021 08/06/2021 Selesai 

2 PT. Telkom 
Indonesaia 

Ijin 
Pemanasanga
n Utilitas Fiber 
Optik 

Rappang-
Enrekang 

01/03/2021 03/11/2021 Selesai 

3 Dirjen Migas 
Kemen. ESDM 

Ijin 
Penempatan 
Pipa Jargas  

Ruas Jalan 
impa-impa 
Tarumpaka
e Kab. 
Wajo 

25/05/ 2021 - Selesai 
(Status rapat 
H.S 12/07/2021) 

4. PT Telkom Izin 
Pemanfaatan 
Bagian Jalan 

Jl Perintis 
Kemerdek
aan 

05/01/2021 - Proses 
(Status rapat 
H.S 16/04/ 
2021) 

5 PT.Telkom, 
PT.Bangtelind
o 

Ijin 
Pemanasanga
n Utilitas Fiber 
Optik 

Bulukumba 14/04/2021 - Proses Hitung 
Sewa (Status 
rapat H.S 
27/07/2021) 

6 PT Sari Coffe 
Indonesai 

Ijin 
pembangunan 
iklan dan 
media 
informasi 

Jl.Sultan 
Alauddin 

21/04/2021 - Proses Hitung 
Sewa (Status 
rapat H.S 
21/05/2021) 

7 PT Indosat, 
Tbk 

Ijin 
penempatan 
bangunan dan 
jaringan utilitas 

Ruas Jalan 
Sinjai-
Watampon
e 

30/04/2021 - Proses Hitung 
Sewa (Status 
rapat H.S 
27/07/2021) 

8 PT Telkom 
Akses 

Ijin perbaikan 
jaringan 

Ruas Jalan 
Kemakmur
an 
pangkep 

25/05/2021 - Proses Hitung 
Sewa (Status 
rapat H.S 
07/10/2021) 

9 PT Tower 
Bersama 

Izin 
pemanfaatan 
bagian jalan 

Ruas Jalan 
PPK 1 dan 
2 dan 
SKPD TP 

03 Juni 2021 - Proses Hitung 
Sewa (Status 
rapat H.S 
08/10/2021) 
 

10 Balai 
Prasarana 
Permukiman 
Wil. Sulsel 

Izin 
penempatan 
jaringan 
perpipaan 

Ruas Jalan 
Tanah 
Toraja 

07/06/2021 - Proses (Status 
survey lapangan 
13/08/2021) 

11 PT.Dirga 
Marga Sakti 

Izin 
pengubahan 

Jl AP 
Petarani 

07/06/2021 - Proses Hitung 
Sewa (Status 
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bentuk media 
informasi 

rapat 
pembahasan 
26/07/2021) 

12 PT.Supra 
Primatama 
Nusantara 
(Biznet) 

Izin penarikan 
dan 
perbaikanjarin
gan 

Ruas Jalan 
Sumoharjo 
Bawakarae
ng, Mesjid 
Raya, 
Veteran 
Utara 

21/07/2021 - Proses Hasil 
Survey (Status 
Survey lapangan 
21/09/2021) 

13 Johnny Hakim Izin 
Penurunan 
Trotoar 

Ruas Jalan 
Riburane 
Makassar 

29/09/2021 - Proses Hasil 
Survey (Status 
Survey lapangan 
21/11/2021) 

14 PT.Telkom 
Akses 

Ijin Penarikan 
dan Perbaikan 
Jaringan 

Ruas Jalan 
Sutami 

29/09/2021 - Proses Hasil 
Survey (Rapat 
Pembahasan 
29/10/2021) 

15 PT.CS2 Pola 
Sehat 

Izin 
pembangunan 
iklan dan 
media 
informasi 

Maros Km 
7+000 

28/12/2020 - Dibatalkan 
(status pemohon 
kadaluarsa) 

16 PT Era 
Bangun 
Telecomindo 

Izin 
pemanfaatan 
bagian jalan 

Maros Km 
7+004 

12/01/2021 - Dibatalkan 
(status pemohon 
kadaluarsa) 

17 PT Mega 
Akses Persada 
(Fiberstar) 

Izin 
pemasangan 
jaringan utilitas 
fiver optic 

- 19/01/2021 - Dibatalkan 
(status pemohon 
kadaluarsa) 

18 PT Adama 
Cipta 
Cemerlang 

Izin 
pembangunan 
pondasi 
billboard 

Jl Urip 
Sumohardj
o 

29/01/2021 - Dibatalkan 
(status pemohon 
kadaluarsa) 

19 PT Tower 
Bersama 

Izin 
pembangunan 
jaringan fiber 
optic 

Ruas jalan 
tersebar 

26/03/2021 - Dibatalkan 
(status pemohon 
kadaluarsa) 

20 Bupati Luwu 
Utara 

Permohonan 
izin 

Ruas Jalan 
Kab Luwu 

03/06/2021 - Dibatalkan 
(status pemohon 
kadaluarsa) 

21 PT Telkom 
Alses 

Izin penarikan 
dan perbaikan 
jaringan 
telekomunikasi 

Ruas Jl Ir 
Sutami 

13/07/2021 - Dibatalkan 
(status pemohon 
kadaluarsa) 

  Sumber: BBPJN Sulawesi Selatan 2021 
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Lampiran 4. Peta Teori 

 
No 

Penulis/Topik/ 
Judul/Penerbit 

Konsep/Teori/ 
Hipotesis 

Variabel 
Penelitian dan 

Teknik 
Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Trisepti 
Wahyuningsih dan 
Nanda Ayu Wijayanti 
(2021). Analisis 
Faktor Pendukung 
dan Faktor 
Penghambat Dalam 
Pelaksanaan 
Pemanfaatan Aset 
Tetap Badan 
Layanan Umum 
(BLU): Studi Kasus 
Pada Politeknik 
Keuangan Negara 
Stan  

Teori Keagenan, 
Teori Pilihan 
Rasional, Teori 
Edward III, dan 
Tinjauan 
Penelitian 
terdahulu 

Teknik 
analisis 
kualitatif 

1. Faktor-faktor utama yang mendukung 
pelaksanaan pemanfaatan aset tetap di PKN 
STAN adalah SDM, Peraturan, Pengawasan, dan 
Pengendalian, Peranan dan Komitmen Pimpinan, 
serta tarif 

2. Faktor-Faktor penghambat utama yang menjadi 
kendala dalam pelaksanaan pemanfaatan aset 
tetap di PKN Stan adalah Manajemen Kegiatan, 
SDM, Peraturan, Peranan dan Komitmen 
Pimpinan, serta tata Kelola.  

2 Afdaluddin (2021). 
Analisis 
Pengelolaan dan 
Pelaporan Aset 
Sekretariat DPRD 
Provinsi Sulawesi 
Barat 

Teori Aset, Teori 
Manajemen Aset, 
teori Pengelolaan 
dan Pelaporan 
Aset, 

Teknik 
Analisis 
Kualitatif 

2. Pelaksanaan proses pengelolaan aset kantor 
Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat 
dilaksanakan dengan cara pejabat atau pengurus 
barang membuat kartu inventaris ruangan (KIR), 
membuat surat keputusan pengguna barang milik 
daerah, membuat berita acara pinjam pakai 
barang milik daerah yang ada di lingkup 
sekretariat DPRD, membuat rekapitulasi pajak 
kendaraan dan membuat atau menyusun, 
merencanakan kebutuhan barang milik daerah 
yang disebut dengan reka BMD 

3. Faktor penghambat pengelolaan Aset Pada 
Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat 
terdiri dari perencanan kebutuhan barang yakni 
saat harus merincikan barang-barang yang lalu 
dengan yang akan direncanakan kebutuhannya 
yang akan datang; Dalam hal pengadaan aset, 
faktor penghambat pengelolaanya masih secara 
manual, sedangkan sulit untuk bagian aset dalam 
merinci data barang satu persatu kemudian di 
print, faktor penghambatnya bagian aset Input 
secara manual menginginkan input melalui 
website; Faktor penghambat dari penggunaan 
barang masih ada ketidak sesuaian dengan 
kebutuhan pelayanan sehingga dapat 
menghambat kegiatan pelayanan yang mungkin 
membutuhkan waktu cepat seharusnya sarana 
dan prasarana dipergunakan sebagaimana 
fungsinya. Adapun hambatan yang sering terjadi 
pada proses pelaporan aset dan barang Kantor 
Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat yaitu 
dalam proses penginputan kedalam aplikasi 
SIMDA. Terkadang aplikasi yang digunakan 
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mengalami masalah dan semestinya harus di 
upgrade atau hanya persoalan teknis 

3 Noor Aulia Rahman 
(2021), Optimalisasi 
Pengelolaan Aset 
Tanah Daerah 
Dalam 
Meningkatkan 
Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten 
Mamuju 

Teori Aset, Teori 
Pengelolaan Aset 

Teknik 
Analisis 
Kualitatif 

1. Bentuk pengelolaan aset berupa pengarahan dan 
pengawasan sudah berjalan dengan baik, namun 
dalam hal perencanaan dan pengorganisasian 
belum maksimal 

2. Prosedur pelaksanaan seperti inventarisasi, legal 
audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan 
aset, serta pengawasan & pengendalian telah 
berjalan dengan baik 

3. Dari enam bentuk pemanfaatan aset daerah 
mamuju, tiga bentuk berupa sewa, pinjam pakai, 
Kerjasama pemanfaatan sudah dilakukan. 
Namun 3 bentuk lainnya berupa pemanfaatan di 
bidang bangun guna serah, bangun serah guna 
dan KSP belum dilakukan 

4. Penghambat 
a. Keterbatasan anggaran untuk 

memaksimalkan kinerja aparatur pengelola 
barang milik 

b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
sebagai pengguna barang kurang memiliki 
inisiatif melihat lahan khususnya tanah yang 
mampu dimanfaatkan dengan baik 

c. Pemda Kabupaten Mamuju belum melakukan 
pemetaan terkait potensi lahan yang dapat 
dikerjasamakan / dimanfaatkan untuk 
meningkatkan PAD 

d. Kurangnya ruang (space) iklan yang dapat 
memberikan informasi terkait lahan pemda 
yang sifatnya idle (menganggur) yang 
berpotensi untuk dimanfaatkan 

e. Potensi pendapatan asli daerah masih 
terbuang percuma. 

Pendukung 
a. Mamuju sebagai ibu kota provinsi membuka 

peluang pemanfaatan aset tanah pemda 
dalam penerimaan PAD 

b. Pemda memiliki banyak titik/ bidang tanah 
yang berpotensi untuk dikerjasamakan dalam 
bentuk pemanfaatan yang tepat guna 

c. Fasilitas berupa gedung siap pakai yang 
memungkinkan untuk digunakan oleh pihak 
lain untuk meningkatkan PAD 

d. Kemudahan mengakses beberapa peraturan 
perundang-undangan dan adanya 
kewenangan melakukan pengelolaan 
keuangan dan pengelolaan aset di tingkat 
Pemerintah Daerah; 

e. Pola hubungan koordinasi vertikal yang 
harmonis antara Kabupaten dan Provinsi 
yang memungkinkan terciptanya sinergi 
kebijakan dan sinkronisasi program 
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4 Iriani (2020), 
Alanisis Faktor-
Faktor Yang 
Berpengaruh 
Terhadap 
Optimalisasi 
Pengelolaan Aset 
Tanah dan 
bangunan di 
Kabupaten Toraja 
Utara 

Teori Manajemen 
Aset 

Teknis 
Analisis 
Kualitatif 

1. Persediaan aset berpengaruh positifdan 
signifikan terhadap optimalisasi.  

2. Pengelolaan aset dan bangunan, variable legal 
audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
optimalisasi pengelolaan aset tanah dan 
bangunan, 

3. variable penilaian aset berpengaruh positif dan 
terhadap optimalisasi pengelolaan aset tanah dan 
bangunan,  

4. variable pengawasan dan pengendalian 
berpengaru positif dan signifikan tentang 
optimalisasi pengelolaan aset tanah dan 
bangunan 

5 Rahman Haeruddin 
(2021), Pengaruh 
Manajemen Aset 
Terhadap 
Optimalisasi 
Pemanfaatan Aset 
Tetap di Provinsi 
Sulawesi Barat 

Teori Manajemen 
Aset 

Teknik 
Analisisi 
Kuantitatif 
Variabel: 
1. Manajem

en Aset 
2. Optimalis

asi Aset 
3. Pemanfaa

tan Aset 

Optimalisasi aset Pemerintah Perovinsi Barat 
dipengaruhi oleh inventarisasi aset dan penilaian 
aset. Namun, optimalisasi aset yang dilakukan oleh 
pemerintah Provinsi Sulawesi barat tidak 
dipengaruhi oleh legal audit 

6 Iriani (2020), 
Analisis Faktor-
Faktor Yang 
Berpengaruh 
Terhadap 
Optimalisasi 
Pengelolaan Aset 
Tanah dan 
Bangunan di 
Kabupaten Toraja 
Utara 

Teori Manajemen 
Aset, Teori 
Optimalisasi Aset,  

Teknik 
Analisis 
Kuantitatif 
Variabel : 

1. Persediaan 
Aset 

2. Legal Audit 
3. Penilaian 

Aset 
4. Pengendali

an dan 
Pengawasa
n 

5. Optimalisasi 
pengelolaan 
aset tanah 
dan 
bangunan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  
1. Variabel persediaan aset berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset 
tanah dan bangunan 

2. Variable legal audit berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap optimalisai pengelolaan aset 
atanah dan bangunan 

3. Variabel Penilaian aset berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap optimalisai pengelolaan aset 
atanah dan bangunan 

4. Variabel Pengendalian dan Pengawasan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
optimalisai pengelolaan aset atanah dan 
bangunan 
 

7 Ali Baba Ismail 
(2022), 
Pemanfaatan Aset 
dan Komitmen 
Pimpinan Dalam 
Meningkatkan 
Pendapatan Melalui 
Optimalisasi 
Pemanfaatan Aset 

Teori 
Pemanfaatan 
Aset, Teori 
Pendapatan 

Teknik 
Analisis 
Kuantitatif 
Variabel : 

1. Pemanfaata
n aset 

2. Komitmen 
Pimnpinan 

3. Optimalisasi 
Pemanfaata
n aset 

4. Peningkata
n 
Pendapatan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  
1. Pemanfaatan aset berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan 
aset dan peningkatan pendapatan 

2. Komitmen pimpinan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap peningkatan pendapatan 
melalui optimalisasi pemanfaatan aset 

3. Optimalisasi pemanfaatan aset berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap peningkatan 
pendapatan 
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8 Yasir, Frihatni, 
Triani (2020), 
Determinan 
Optimalisasi 
Pemanfaatan Aset 
kementerian 
Keuangan Pada 
Satuan Kerja 
Wilayah Sulawesi 
Selatan 

Teori Aset Teknik 
Analisis 
kuantitatif 
Variabel: 

1. Optimalisasi 
pemanfaata
n aset 

2. Inventarisas
i Aset 

3. Pengawasa
n 

4. Pengendali
an 

5. Penilaian 
aset 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi 
pemanfaatan aset signifikan dipengaruhi oleh 
inventarisasi aset, pengawasan dan pengendalian 
serta penilaian aset. Dengan demikian, Determinan 
optimalisasi pemanfaatan aset terdiri dari 
inventarisasi aset, pengawasan dan pengendalian 
serta penilaian aset 
 

9 
 

Sherly, Herman 
Karamoy, Hendrik 
Gamaliel (2017), 
Pengaruh 
Inventarisasi, Legal 
Audit, Penilaian dan 
Kondisi Aset 
terhadap 
Optimalisasi 
Pemanfaatan Aset 
pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Bone Bolango 

Bertujuan untuk 
menganalisis 
pengaruh 
manajemen aset 
terhadap 
optimalisasi 
pemanfaatan aset 
pada Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten Bone 
Bolango 

Teknik 
Analisis 
Kunatitatif 
Variable: 

1. Inventarisas
i 

2. Legal Audit 
3. Penilaian 
4. Kondisi 

Asetf 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial 
inventarisasi, penilaian dan kondisi aset 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
optimalisasi pemanfaatan aset, sedangkan legal 
audit tidak berpengaruh terhadap optimalisasi 
pemanfaatan aset. Nilai dari koefesien determinasi 
menunjukkan bahwa inventarisasi, legal audit, 
penilain dan kondisi aset bersama-sama 
berkontribusi terhadap optimalisasi pemanfaatan 
aset yaitu sebesar 58,8 %, dan sisanya 41,2 % 
dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian. 

10 Dewi, Saputra, 
Prayudi (2017), 
Optimalisasi 
Pemanfaatan dan 
Profesionalisme 
Pengelolaan Aset 
Desa dalam 
Meningkatkan 
Pendapatan Asli 
Desa 

Bertujuan untuk 
menginvestigasi 
pengaruh 
optimalisasi 
pemanfaatan aset 
desa dan 
profesionalisme 
pengelolaan aset 
desa terhadap 
peningkatan 
pendapatan asli 
desa 

Teknik 
Analisis 
Kuantitatif 
Variabel: 

1. Optimalisasi 
pemanfaata
sn aset 

2. Profesionali
sme 

3. Peningkatan 
pendaptan 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya 
optimalisasi dan profesionalisme pengelolaan aset 
desa secara signifikan berpengaruh positif terhadap 
peningkatan pendapatan asli desa, baik secara 
parsial maupun simultan 

11 Motayop, Ratang, 
Kambu (2017), 
Faktor-Faktor yang 
mempengaruhi 
Optimaslisasi 
Pemanfaatan Aset 
Tetap (Studi Pada 
Badan Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset 
Daerah (BPKAD) 
Kabupaten Boven 
Digoel) 

Bertujuan untuk 
mengetahui dan 
menganalisis 
besarnya 
pengaruh 
inventarisasi 
asset, legal audit 
asset, serta 
penilaian Aset 
baik secara 
parsial maupun 
simultan terhadap 
optimalisasi 
pengelolaan dan 
pemanfaatan aset 

Teknik 
Analisis 
Kuantitatif 
Variabel : 
1. Inventaris

asi Aset 
2. Legal 

Audit 
3. Penilaian 

Aset 
4. Inventaris

asi aset 

Hasil dari penelitian menunjukkan Inventarisasi 
aset, Legal audit, dan Penilaian aset terbukti 
berpengaruh secara positif terhadap optimalisasi 
pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap pada 
Kebupaten Boven Digoel. 
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tetap pada 
Pemerintah 
Kabupaten Boven 
Digoel. 

12 Nunung Runiawati 
(2017), 
Pemanfaatan 
barang Milik Daerah 
(Suatu pendekatan 
teoritis dan pratis 
dalam menetukan 
metode 
pemanfaatan aset) 

Bertujuan 
memberikan 
gambaran dalam 
pemanfaatan 
barang milik 
daerah serta 
manfaatnya dalam 
peningkatan PAD 

Teknik 
Analisis 
Kualitatif 

Hasil pembahasan menunjukan bahwa terdapat 5 
merode pemanfaatan aset yaitu sewa, pinjam pakai, 
kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, 
bangun serah guna, dan kerja sama infrastruktur 
yang satu sama lain memiliki tujuan, keunggulan 
dan karakteristik tersendiri. Dalam rangka 
peningkatan pendapatan asli daerah, setiap metode 
pemanfaatan aset (kecuali pinjam pakai) memiliki 
bentuk kontribusinya masing-masing yang mampu 
meningkatkan pendapatan daerah dan/atau 
peningkatan aset daerah.. Pemilihan metode 
pemanfaatan aset hendaknya didasarkan pada visi 
dan misi daerah serta metode yang paling 
memberikan dampak rentetan terbesar terhadap 
pertumbuhan ekonomi daerah. 

13 Haryanto, Narsa 
(2018), Strategic 
Assets 
Management: 
Fokus Pemanfaatan 
Aset Negara 
Dengan 
Pendekatan 
Resource Based 
View (RB) 
 

Bertujuan untuk 
membentuk 
framework yang 
tepat untuk 
mengotimalkan 
pengelolaan aset 
negara oleh DJKN 
(Direktorat 
Jenderal 
Kekayaan negara) 
menggunakan 
pendekatan 
Resourced 
Based-View 
(RBV) 
 

Teknik 
Analisis 
Kualitatif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak 
aset yang tidak sigunakan (idle), aset yang belum 
digunakan secara optimal untuk pelayanan 
(underused), serta banyak aset yang belum 
digunakan sesuai Highest and Best Use. Hal ini 
berarti ada potensi sumber daya dan kapasitas yang 
belum dimanfaatkan secara maksimal karena 
berbagai keterbatasan yang ada 

14 Oksafiama, 
Suparnyo, 
Wicaksono (2017), 
Pemanfaatan Aset 
Desa Dalam Upaya 
Meningkatkan 
Pendapatan Desa 

Bertujuan untuk 
membandingkan 
pemanfaatan aset 
Desa si dua Desa 
Yakni Desa Getas 
Pejaten dan 
Ngembal Kulon, 
dan unutk 
mengetahui 
mekanisme 
pemanfaatan aset 
desa yang 
dilakukan oleh 
desa sesuai 
dengan ketentuan 
berlaku, serta 
untuk mengetahui 
akibat hukum 
yang dapat timbul 
jika pemanfaatan 

Teknik 
analisis 
Kualitatif 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa 
pemanfaatan aset Desa ada yang mengalami 
keuntungan dan juga kerugian. Desa yang 
mengalami kerugian karena tidak mengikuti 
mekanisme yang telah diterapkan pemerintah 
dalam PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 110 ayat (2) 
yang menyatakan bahwa Pengelolaan kekayaan 
milik desa harus diatur dalam Peraturan Desa yang 
berpedoman kepada Peraturan Menteri. Lebih 
lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dalam 
Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa pemanfaatan 
aset desa terbagi dalam empat bentuk, yaitu sewa, 
pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun 
guna serah atau bangun serah guna. Selanjutnya 
Pasal (3) menyatakan bahwa Pemanfaatan aset 
desa harus ditetapkan dalam Peraturan Desa. Maka 
jika pemerintah Desa ingin memanfaatkan aset desa 
yang dimiliki, harus memiliki Peraturan Desa. 
Pemerintah Desa Getas Pejaten memanfaatkan 
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aset desa tidak 
dilakukan sesuai 
ketentuan yang 
berlaku 

aset desanya yakni tanah kas desa untuk dijadikan 
lokasi gedung DPRD yang menyewakan kepada 
pemerintah kabupaten Kudus. Lain halnya dengan 
pemerintah desa Ngembal kulon yang menyewakan 
20 tahun tanah kasnya dijadikan pasar modern oleh 
PT. Panca Surya. Tindakan hukum pemerintah desa 
yang bekerjasama dengan pihak lain dalam 
memanfaatkan aset desanya, maka pemerintah 
bertindak sebagai pihak swasta dan tunduk kepada 
hukum privat. Maka pemerintah desa jika membuat 
perjanjian haruslah tunduk pada Pasal 1320 KUH 
Perdata sebagai syarat sahnya perjanjian yaitu 
kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan kausa 
yang halal 

15 Agung, Haryadi, 
Musyarofah (2020), 
Analisis Kerjasama 
Pemanfaatan Aset 
Daerah 

Bertujuan untuk 
memahami dan 
menganalisis 
Kerjasama 
pemanfaatan aset 
Gedung di 
pemerintah 
Kabupaten XYZ 

Teknik 
Analisis 
Kualitatif 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama 
pemanfaatan asset ini dari segi PAD sangatlah kecil 
dibandingkan investasi yang dikeluarkan, dan juga 
banyak ditemukan kecurangan dalam pengelolaan 
kerjasama pemanfaatan ini sehingga ada strategi 
yang harus dilakukan Pemerintah untuk optimalisasi 
PAD dengan cara meningkatkan kualitas SDM, 
serta melakukan perbaikan dari diri sendiri dan 
perbaikan standar operasional prosedur (SOP). 

16 Pahlawan (2022), 
Pelaksanaan 
Pemanfaatan aset 
tetap Daerah Dalam 
Meningkatkan 
Pendapatan Asli 
Daerah Di Kota 
Palembang 

Bertujuan unutk 
melihat 
bagaimana 
pelaksanaan 
pemanfaatan aset 
tetap daerah  
yang dilakukan 
oleh Pemerintah 
Kota Palembang 
dan mencari tahu 
apa saja faktor 
penghambat serta 
upac-upaya yang 
dilakukan untuk 
mengatasi faktor 
penghambat 
tetrsebut 

Teknik 
Analisis 
Kualitastif 

Pemanfaatan aset yang dilakukan oleh pemerintah 
Kota Palembang dalam meningkatkan pendapatan 
asli daerah di Kota Palembang telah di lakukan 
secara optimal sehingga mampu menunjang 
pelaksanaan Pemerintahanyang dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Palembang, namun dalam 
pelaksanaannya tetap ada beberapa hambatan 
seperti keterbatasan penyediaan dana untuk 
prioritas pembangunan yang berkesinambungan, 
instumen penganggaran berbasis kinerja yang 
kurang efektif, dan tidak akuratnya data dan 
ketepatan waktu pencairan anggaran. 

17 Fariani, Rohmah 
(2020), Analisisi 
pemanfaatan aset 
tetap epemrintah 
daerah kota 
samarinda Tahun 
2019 

Bertujuan untuk 
mengetahui 
apakah tahun 
2019 jembatan 
Mahkota II telah 
dimanfaatkan 
sesuai dengan 
Peraturan 
Pemerintah 
Nomor 34 Tahun 
2006 

Teknik 
analisis 
kualitatif 

Bahwa penggunaan jembatan Mahkota II milik 
pemerintah Kota Samarinda Pada Tahun 2019 
belum secara optimal digunakan. Hal ini tidak 
selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 
Tahun 2006 Tentang Jalan, Irigasi dan Jaringan 
pada pasal 4 dijelaskan bahwa penyelenggaraan 
jalan umum wajib mengusahakan agar dapat 
digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat, terutama meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi nasional dengan mengusahakan agar 
biaya perjalanan menjadi serendah rendahnya 
karena belum sepenuh nya dapat mengurangi 
beban pengeluaran pengguna jembatan 
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18  Purnamasari, 
Rosmiati, Dahtiah 
(2021), Analisis 
Pemanfaatan Sewa 
Aset Daerah dalam 
Upaya 
Mempertahankan 
Opini WTP atas 
LKPD Provinsi 
Jawa Barat 

Bertujuan untuk 
menganalisis 
prosedur dan 
permasalahan 
penggunaan sewa 
aset daerah, serta 
mengetahui 
upaya Pemerintah 
Provinsi Jawa 
Barat dalam 
mengatasi 
permasalahan 
tersebut 

Teknik 
Analisis 
Kualitatif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan 
sewa aset daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat berpedoman pada Permendagri Nomor 
19 Tahun 2016 dan Perda Jawa Barat Nomor 46 
Tahun 2017. Permasalahan dalam pelaksanaan 
penggunaan sewa aset daerah adalah 
penandatanganan birokrasi persetujuan dan 
perjanjian sewa, peraturan yang berlaku, penetapan 
tarif sewa dan waktu perpanjangan sewa, dan 
sengketa tanah. Upaya pemerintah untuk mengatasi 
masalah ini adalah merevisi peraturan, 
mensosialisasikan aset pemerintah, menjaga aset 
dan melakukan tertib administrasi 

19 Putri, Lutfillah, Sidik 
Ismanu (2020), 
Prkatek 
Pemanfaatan 
Manajemen aset 
Tetap pada badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 
Daerah Kota 
Malang 

Bertujuan untuk 
mengetahui 
praktik 
pemanfaatan 
pengelolaan aset 
tetap daerah pada 
BPKAD (Badan 
Pengelola 
Keuangan dan 
Aset Daerah) 
Kota Malang 

Teknik 
Analisis 
Kualitatif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD 
menggunakan praktik pemanfaatan pengelolaan 
aset tetap atau tata kelola aset dengan 
menggunakan SIMBADA dalam pendaftarannya. 
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan pemanfaatan 
aset tetap menemui kendala yaitu banyak aset tetap 
yang rusak karena usia ekonomis, landasan hukum 
pemanfaatannya belum optimal, dan pemanfaatan 
aset tetap sudah maksimal oleh satuan kerja 
perangkat daerah. Selain itu, kebingungan dalam 
mengakses komputer dalam pencatatan transaksi 
oleh sumber daya manusia menyebabkan 
pencatatan dan penganggaran yang salah. 
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